
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PEI,AKSANAAN POLA PENGEI'I"AAN KEUANGAN BADAN I,AYANAN

UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KAE}UPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMAALI.AH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI.IYAYANG

ATAS RAHMAT ALI,AH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEHUTARA,

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh
Utara telah ditetapkan sebe gai Rumah Sakit yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Bupati Aceh Utara Nomor 06l/368/2015 yang telah
memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan
Pasal 1 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

-...- t y3l- Umum Daerah;

b. baliwa berdasarkan perLimbangan sebagaimala dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Aceh Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor
4633);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarr$ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahal Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teloris Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akruaf pada pemerintah daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang
Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Cut
Meutia Kabupaten Aceh Utara.

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokoJ< tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

L7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol4 tentatg
Pola Tata keloLa Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten
Aceh Utara

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGETOI.AAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH
UTARA KABUPATEN

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. PoLa Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD) yang selanjutnya
disingkat (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan prakek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyaralat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Badan tayanan Umum Daerah yang selanjutrrya disingkat
(BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Rumah
Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD).

3. Pejabat pengelola (PPK-BLUD) adalah pimpinan (PPK-
BLUD) yang bertanggung jawab terhadap kineq'a
operasional (PPK-BLUD) yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan
dengan nomenklatur yang berlaku pada (PPK-BLUD) yang
bersangkutan.

4. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA
adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan arggaran
(PPK-BLUD).

5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan (PPK-BLUD) yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penJrusunan APBK yang anggotanya terdiri dari
pejabat perenc€rnaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
kewenangan sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

8. Direlrtur adalah Direlctur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut
Meutia Kabupaten Aceh Utara.

9. Rumah Saliit Umum Cut meutia yang selanjutnya disingkat
RSUCM adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang
menerapkan PPK-BLUD
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode ta,hun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh (PPK-BLUD RSUCM).

12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang
bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek,
penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
investasi pennanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk
pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka
panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana
cadangan.

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas
dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk
keperluan operasional (PPK-BLUD RSUCM)

15. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau
sebagai akibat perjanjian atau'akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa
lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian
atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi.

17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan
PPK BLUD RSUCM dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

18. Basis akuat adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.

19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang (PPK-
BLUD RSUCM) yang dibuka oleh Pimpinan (PPK-BLUD
RSUCM)pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran (PPK-
BLUD RSUCM}.

20. Dokumen Pelaksa:raan Anggaran yang selaljutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari
APBK dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan (PPK-
BLUD RSUCM).

21. Rencana Bisnis dan Anggaran (PPK-BLUD RSUCM) yang
selanjutnya disinglat RBA (PPK-BLUD RSUCM) adalah
dokumen perencan€urn dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan,
target kine{a dan Anggaran (PPK-BLUD RSUCM).
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22. Rencana Strategrs Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra
adal,ah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi,
program strategis, pengukuran pencapaian
kinerja, dan arah kebdakan operasional (PPK-BLUD RSUCM).
Yang disusun berdasarkan RPJM.

23. Standar Pelayanan Minimat adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

24. Prakek Bisnis yaag sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang
diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang
diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak
lain atau hasil usaha lainnya.

26. Nilai aset adalah jumlah alitiva yang tercantum dalam neraca
BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan
bagran dari aset pemerintah daerah yarlg tidak terpisahkan.

27. Taif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yalg wajar dari
investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian biaya per unit layanan.

28. Besaran persentase ambang batas adalah besaran
persentase perubahan anggaran yang bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD.

BAB II
TATA CARA PEI.IYTJSUNAN

RENCANA BISMS DAN ANGGARAN

Pasal 2

(1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada renstra
BLUD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(21 Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinefa yang
meliputi:
a. perhitungan akuntansi biaya menurutjenis layanan;
b. kebutuhan pendanaan; dan
c. kemampuan pendapatan yang diperkirakan. akan

diterima dari jasa layanan,
hibah, kerja sama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan
BLUD yang sah.

Pasal 3

(1) RBA sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll memuat :

a. kineq'a tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. sasaran, target, dan kegiatan;
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d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan
pendukung pelayanan;

e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung
pelayanan;

f, anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
i. perkiraan maju (forward estimate);
j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk

integrasi/konsolidasi dengan
l. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK/ RBA PPK-

BLUD.
(21 Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi :

hasil kegiatan usaha;
faktor yang mempengaruhi kinetja;

perbandingan RBA tahun berj'afan dengan realisasi;

laporan keuangan tahun berjalan; dan

hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan

pencapaian kinerja tahun berjalan.

a.
b.

C.

d.

e.

(3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b antara lain :

a. tingkat inflasi;
b. pertumbuhal ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume pelayanan.

(4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi :

a. sasaran pencapaian kineda pelayanan, basis kinerja
dan Perhitungan
akuntansi biaya menurut jenis layanannya;

b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan

c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan
belanja.

(5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan
pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan
dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun
anggaran.

(6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupalan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna
memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelalt
memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume
barang atau jasa yang akan dihasilkan.
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n Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana
anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh
kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang
tercermin dari rencala pendapatan dan biaya :

a. Rencana anggiaxan pendapatan terdiriatas:
1. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan

yang diberikan kepada masYarakat;

2. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

3. hasil ke{a sama (PPK-BLUD) dengan pihak lain;
4. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBK;

5. penerimaan anggaran yang bersumber dari
APBN;dan

6. lain-lain pendapatan (PPK-BLUD) yang sah, yang
terdiri dari Hasil penjualan kekayaan yang tidak
dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro,
pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan
ataupun bentuk lain sebogai akibat penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh (PPK-
BLUD) dan hasil investasi.

b. Rencana biaya/pengeluaran meliputi :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang yang terbagr menjadi :

a) Belanja Barang merupakan belanja barang
yang bersumber dari APBK, APBAdanAPBN; dan

b) Belanja Barang (PPK-BLUD)' mempakan belanja
barang yang bersumber dari Pendapatan (PPK-
BLUD) di luar APBK, APBA dan APBN dan
hibah yang terdiri dari Belanja Gaji dan
Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa,
Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa (PPK-BLUD)
Lainnya yang berasal dari Pendapatan (PPK-
BLUD) di luar dari APBK, APBA dan APBN,
termasuk Belanja Pengembangan SDM.

3. Belanja Modal yang terdiri atas :

a) Belanja Modal, merupakan belanja modal
yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN
yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja
Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal
Fisik lainnya; dan

b) Belanja Modal (PPK-BLUD), merupakan belanja
modal yang bersumber pada pendapatan (PPK-
BLUD) diluar APBK, APBA dan APBN dan hibah
yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja
Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik
Lainnya.
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(8) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (U huruf g merupakan besaran persentase
perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan
operasional yang diperkenalkal dap ditentukan
dengan mepertimbangt<an flulituasi kegiatan operasionat (PPK-

BLUD).

(9) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perkiraan
realisasi keuangan tahun beg'alan seperti tercermin pada
laporan opersional, neriaca, dan laporan arus kas.

(10) Perkiraan Maju (forward estimates) sebagaimana_ dimaksud
pada ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan
dat a unluk tatrun anggaran berikutnya dari
tatrun yffLg direncanakan guna memastikan kesinambung€ul
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutrya.

(1 1) Renc€ula pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud
pada ayai 1f1 huruf j merupakan rencana pengeluaran dala
untuk memperoleh aset tetaP.

(12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/korr_solidasi
dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK/RXA-
sxpr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.f k
merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan
dengan format RKA-SKPK/APBK.

Pasal 4

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun danw 
ditetapkan -sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Rancangan Qanun APBK.

{21 RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan
sebagai RKA.

(3) Dipersamakan sebagaimana
mempunyai makna bahwa
tidak menJrusun RKA.

dimaksud
(PPK-BLUD)

pada ayat
menyusun

(2),
RBA,

Pasal 5

Muatan dan sistematika RBA tersebut dalam Lampiran I A,
sedangkan format RBA tersebut dalam Lampiran I B Peraturan
Bupati ini.
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BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagtan Kesatu
Mekanisme Pengajuan dan Penetapan

Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 6

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

disampaikan kePada PPKD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh PPKD

disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penel,aahan.

Pasa1 7

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana
dimakiud Ealam pasat 6 ayat (21 disampaikan kepada PPKD untuk
dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK.

Pasal 8

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan meqjadi Peraturan Daerah,
pemimpin (PPK-BLUD) melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan LaYanan Umum Daerah

(1)

(21

(3)

(4)

Pasal 9

RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
dipakai sebagai dasar Pemimpin (PPK-BLUD) untuk
men5rusun rancangan DPA-(PPK-BLUD)'
Rancangan DPA-(PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mencakuP antara lain:
a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
b. proyeksi arus kas;
c. jumhh dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan

dihasilkan; dan
d. besaran persentase ambang batas'

Rancangan DPA-(PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
PPKD mengesahkan rancangan DPA-(PPK-BLUD)
menjadi DPA-(PPK-BLUD) yang dipergunakan sebagai
dasar pelaksanaart anggarar.

9
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Pasal t0

Format DPA-(PPK-BLUD) tersebut dalam Iampiran II Peraturan
Bupati ini.

BAII IV
INTEGRASI/KONSOLIDASI RBA DENGAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG APBK/RKA-SKPK

Pasal 11

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan
alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja
dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 12

Format tata. cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBK/RKA-SKPK sebagaimana tersebut
dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAE} V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa layanan,
Hibah, Keg'asama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Ia.yanan Umum

Daerah yang Sah

(1) Bupati menetapkan
melaksanakan fungsi
(PPK-BLUD).

(21 Seluruh pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas (PPK-BLUD).

(3) Pemimpin (PPK-BLUD) paling lama setiap triwulan, melaporkan
pendapatan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan,
dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(SPTJ) untuk pendapatan (PPK-BLUD).

Pasal 14

(1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan (PPK-BLUD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana
tersebut daLam Lampiran IV A Peraturan Bupati ini.

(2) Format SPTJ untuk Pendapatan (PPK-BLUD) sebag:irnsla
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam
Lampiran IV B Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Bendahara
Perbendaharaan

Penerimaan guna
untuk pendapatan
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Paragtaf 2
Pel,aksanaan Anggaran Pendapa.tan Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggarart
Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 15

Pendapatan (PPK-BLUD) yang bersumber dari APBK/APBN,
dilaksalakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksalaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

Paragraf I

Pelaksanaan Anggaran Biaya/ Pengeluaran yarg Bersumber dari
Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan L^ain-lain Pendapatan Badan

Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasa1 16

(1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran guna
mel,aksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya (PPK-BLUD).

(2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui
rekening kas (PPK-BLUD).

(3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi
biaya/ pengetuaran menurut program dan kegiatan yang telah
ditentukan.

(a) Pemimpin (PPK-BLUD) membuat rincian lebih lanjut dari
angg€rr€rn untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 17

(1) Pemimpin (PPK-BLUD) dapat mengubah atau memindahkan
alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan
perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis
Ernggaran dafam DPA-(PPK-BLUD).

(2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada
PPKD.

Pasal 18

Pernimpin (PPK-BLUD) paling lama setiap triwulan, melaporkan
realisasi biaya kepada PPKD dengan dilampiri SPM Pengesahan
untuk mendapat pengesahan, dengan tanggung jawab material
ada pada Pemimpin (PPK-BLUD) yang didasarkan Surat Pernyataan
Tanggung
Jawab (SPTJ).

Bag.Hkl Perbupls..........
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Pasal 19

(1) Format pengesahan laporan realisasi
dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana
Lampiran IV C Peraturan Bupati ini.

biaya sebagaimana
tersebut dalam

(21 Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, sebagaimana tersebut dalam La.mpiran IVD Peraturan
Bupati ini.

(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV E Peraturan
Bupad ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara

Pasal 20

(1)

{2)

Pelaksanaan anggaran biaya (PPK-BruD) menggunakan format
DPA-(PPK-BLUD).
Mekanisme pencairan biaya (PPK-BLUD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagran Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 21

(1) Laporan keuangan (PPK-BLUD) disusun berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Profesi Akuntan Indonesia.

(21 Laporan keuangan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada
ayat (L), terdiri atas :

a. neraca;
b. laporan operasional/Laporan Realisasi Anggaran;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(3) Standar Akuntansi Keuarr;1an (SAK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur lebih lirnjut oleh Direktur.

Pas;rl 22

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (2) huruf
a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada tanggal tertentu.

(21 Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
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c. catatan atas laporan keuangan.;dan
d. Laporan Operasional.

Pasal 27

(1) Laporan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, (PPK-BLUD) melakukan mapping akun-akun dan kode-
kode akun berdasarkan SAP.

(21 Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana d.imaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan mengindentifikasi akun-akun dan
kode-kode akun dari basis SAK menjadi basis SAP.

(3) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
dituangkan dalam kertas kerja untuk selanjutnya digunakan
menJrusun neraca dan laporan realisasi anggaran.

(4) Kertas keda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilampirkan di dalam laporan keuangan yang disampaikan
kepada PPKD.

Pasal 28

Kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3),
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Waktu penyampaian laporan keuangan kepada PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 30

Muatan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, juga mel,ampirkan penjelasan hal-
halyang relevan.

Pasal 31

(1) Format Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a
dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf c, 'sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(21 Format l.aporan Rea]isasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf b, sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran V E Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Pedoman pelaporan keuangan dan laporan kinerja (PPK-BLUD)
mengikuti dengan Peraturan Bupati yang berlaku bagr seluruh
SKPK.
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BAE} VII
PENGELOLAAN KAS

Pasal 33

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya
bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama dan Lain-lain
Pendapatan (PPK-BLUD) yang sah dilaksanakan melalui rekening
kas (PPK-BLUD).

(2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan
ketentuan yang berlalu.

Pasal 34

(i) Dalam rangka pengelolaan kas, (PPK-BLUD) menyelenggarakan :

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
d. pembayaran;
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk

memperoleh pendapatantambahan.

(2) Pengelolaan kas (PPK-BLUD) dilaksanakan berdasarkan praktek
bisnis yang sehat.

(3) Penerimaan (PPK-BLUD) disetorkan seluruhnya per hari ke
rekening kas (PPK-BLUD) dan dilaporkan kepada pejabat
keuangan (PPK-BLUD).

(4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dibuka oleh pemimpin (PPK-BLUD) pada bank umum milik
pemerintah.

(5) (PPK-BLUD) dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk
investa.si jangka pendek pada instrumen keuangan dengan
resiko rendah misalnya deposito.

BAI} VIII

PENGELOLAAN PIUTANG
Bagian Kesatu

Asas Umum
Pasal 35

(1) Piutang (PPK-BLUD) adalah piutang daerah.
(2) (PPK-BLUD) dapat memberikan piutang sehubungan dengan

penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang
berhubungan Iangsung atau tidak langsung dengan kegiatan
(PPK-BLUD).

(3) Piutang (PPK-BLUD) dikeiola dan diselesaikan secara
tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek
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bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan
(PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah
piutang yang timbul karena penyerahan barang/ jasa dalam
rangka kegiatan utama (PPK-BLUD).

(5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan
(PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
piutang yang timbul di luar kegiatan utama {PPK-BLUD).

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang

Pasal 36

(U Pemimpin (PPK-BLUD) harus mempertimbangkan keuangan
(PPK'BLUD) dan kemampuan penanggung piutang dalam
memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada (PPK-
BLUD).

(3) (PPK-BLUD) tidak diperkenankan memberikan piutang kepada
penanggung utang yang nyata-nyatanya tidak marnpu
melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau
peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

(1) Dalam memberikan piutang, (PPK-BLUD) dapat membuat
perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan
pralrtek bisnis yang sehat.

(21 Pemimpin (PPK-BLUD) membuat pedoman penatausahaan dan
akuntansi piutang.

Pasal 38

(U (PPK-BLUD) melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutangjatuh tempo.

(21 Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (PPK-BLUD) menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas
piutang (PPK-BLUD).

(3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihamya kepada Bupati
engan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang
Paragraf Kesatu

Penghapusan Piutang (PPK-BLUD) yang tidak berhasil ditagih

Pasal 39

(1) Piutang (PPK-BLUD) yang tidak berhasil ditagih, dapat
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dihapuskan secara bersyarat atau muflak dari pembukuan
{PPK-BLUD).

(21 Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang (PPK-BLUD)
dari pembukuan (PPK-BLUD) tanpa menghapuskan hak tagih
(PPK-BLUD).

(3) Penghapusan. secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
tU, dilakukan dengan penghapusan hak tagih (PPK-BLUD).

(4) Penghapusan secara bersyarat dan atau mutlak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), hanya dapat dilakukan setelatr piutang (PPK-BLUD)
diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara
dan Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Penghapusan Bersyarat

Pasal 4O

(1) Piutang (PPK-BLUD) dapat dihapus secara bersyarat atau
mutlak oleh pejabat yang berwenagg yalg nilainya ditetapkan
secaxa berjenjang.

{21 Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut
piutang (PPK-BLUD), ditetaPkan:
a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp 5.000.000.000

(lima miliar rupiah)
jumlah piutang yang dihapuskan; dan

b. dengan persetujuan DP$D,wrrntuk jumlah lebih dari Rp
5.000.000.000 (lima milidr rupiah).

(3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, dapat
ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dewan
pengawas.

Dalam hal piutang (PPK-BLUD) dalam mata uang asing, nilai
piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalatr nilai setara
dengan nilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3
(tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan
piutang/peng4juan usul penghapusan.

Penghapusan secara bersyarat atas piutang (PPK-BLUD) dari
pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti ruBl,
setelah ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara
Belum Dapat Ditagih) dan terbitnya rekomendasi
penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa
Keuangan; dan

b. dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugr,
setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang
Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh pemimpin (PPK-

BLUD).

(4)

(s)
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Paragraf Ketiga
Penghapusan Mutlak

Pasal4l

(U Penghapusan secara muflak, sepanjang menyangkut piutang
(PPK-BLUD|, ditetapkan:
a. Bupati, untuk jumlatr sampai dengan Rp 5.O0O.OO0.OOO

(lima miliar rupiah) per penanggung utang; dart

b. dengan persetujuan DPRK, untuk jumlah lebih dari Rp
5.OOO.OOO-OOO (lima miliar rupiah) per penanggung utang.

(2) Dalam hal piutang (PPK-BLUD) dalam satuan mata uang
asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak
adalatr nilai yang setara dengan nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonnesia yang
berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul
penghapusan.

(3) Penghapusan secara mutlak atas piutang (PPK-BLUD)
dilaksanakan dengan ketentuan :

a. diajukan setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak
tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang
dimaksud; dart

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan sisa kewqiibannya, yang dibuktikan
dengan keterangan dari aparat /pejabat yang ber-wenang.

Pasal 42

Penghapusan terhadap piutang (PPK-BLUD) yang terjadi sebelum
(PPK-BLUD) ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan
PPK-(PPK-BLUD) diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peratrrran pemndang-undangan yang mengatur mengenai
penghapusan piutang negara bagi instansi pemerintah.

BAB Ix
UTANG (PPK-BLUD)

Bagran Kesatu
Asas Umum

Pasal 43

(1) Utang (PPK-BLUD) adalah utang daerah.

{21 (PPK-BLUD} dapat melakukan utang sehubungan dengan
penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatart
(PPK-BLUD).

(3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparart, dan bertanggung jawabserta dapat memberikan
nilai tambah , sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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(4) Utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan (PPK-
BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat {21, adalah utang
yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka
kegiatan utama (PPK-BLUD).

(5) Utang yang berhubungan tidak langsung dengan kegratan
(PPK-BLUD) sebagaima.na dimaksud pada ayat(21, adalah utang
yang timbul di luar kegiatan utama (PPK-BLUD).

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang (PPK-BLUD)

Pasal 44

(1) (PPK-BLUD) dapat melakukan utang sehubungan dengan
kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak
lain.

(2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

(3) Utang sebagaimala dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

(4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan oleh
pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkal nilai
utang.

Bagian Ketiga

Utangjangfta Pendek

Pasal 45

(1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasionat dan keperluan menutup defisit
kas.

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk
memberikan manfaat jangka pendek.

(4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat :

a.. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat
ditunda;

b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-(PPK-BLUD)
dan tidak dibiayai dari APBK, APBA dan APBN;

c. saldo kas dan setara kas (PPK-BLUD) tidak mencukupi
untuk membiayai kegiatan operasional yang
mendesak dan tidak daPat ditunda;

d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah
dengan jumlah utang jangka pendek yang akarr ditarik
tidak melebihi LSvo (lima belas persen) dari jumlah
pend.apatan (PPK-BLUD) di luar APBK, APBA dan APBN
dan hibah terikat;
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e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi
utang; dan

f. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh
Bupati.

Bagran Keempat

Utangjangka Panjang

Pasal 46

(l) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(21 Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk
pengeluaran belanja modal.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adafah
pengeluaran yang

(41 diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang
dilaksanakan untuk

(5) meningkatkan kemampuan pelayanan (PPK-BLUD).

(6) Utang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat
persetujuan Bupati.

(7) Utangjangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat:
a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah

tercantum dalam Renstra Bisnis (PPK-BLUD);

b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek
teknis maupun keuangan;

c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang
yang akan ditarik tidak melebihi 607o (enam puluh persen)
dari jumlah pendapatan (PPK-BLUD) di luar APBK, APBA
dan APBN, dan hibah terikat;

d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling
sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;

e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;

f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan

g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.

(8) Persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh bupati
dengan persetujuan DPRK.

Bagian Kelima

Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 47

(1) Pemimpin (PPK-BLUD) menetapkan rencana kebutuhan
utang berdasarkan usulan Pejabat keuangan (PPK-BLUD).

(2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkal prioritas
kegiatan (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Renstra Bisnis
(PPK-BLUD).
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kegiatan (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Renstra Bisnis
(PPK-BLUD).

t3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
mempertimbangkan :

a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
b. kemampuan membayar utang;
c. batas maksimum kumulatif utang;
d, kemampuan penyerapan utang; dan
e. biaya utang.

(4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (I"), sekurang- kurangnya dilampiri dengan :

a. studi kelayakan kegiatan;
b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

(5) Pemipin (PPK-BLUD) mengajukan usulan kegiatan yang
akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk
mendapatkan rekomendasi.

(6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana
kerja pemerintah daerah.

Bagian Keenam

Perjanjian Utang

Pasal 48

(1) Komitmen (PPK-BLUD) dengan calon pemberi utang
dituangkan dalam perjanjian utang.

(21 Perjanjian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan utang telah
dipenuhi. "

(3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang mengadakan pe{anjian;
b. jumlah utang;
c. peruntukan utang;
d. persyaratan utang;
e. penyelesaian sengketa; dan
f. keadaan kahar (force majeure).

Bagian Kcenam

Kewajiban menrbayar Utang

Pasal -19

(1)

(2)

(PPK-BLUD) wajib membayar pokok utang, bunga yang telah
jatuh tempo.
Kewajiban pembayaran utang (PPK-BLUD) yang jatuh tempo
wajib dianggarkan dalam RBA-(PPK-BLUD) dan dibayarkan
pada tahun yang bersangkutan.

2t
Bag.Hk/ Perbup 7 5........,.



(3) Dalam hal tedadi ketidakmampuan (PPK-BLUD) dalam
membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih
pembayaran utang tersebut

BAB X
INVESTASI

Bagian Kesatu
Ketentuan Investasi

Pasal 5O

(1) {PPK-BLUD) dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu
Iikuiditas keuangan (PPK-BLUD) .

(21 Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa
investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

Bagran Kedua

Investasi Jangka Pendek

Pasal 51

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat
segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12
(dua belas) bulan atau kurang.

(21 Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan
memanfaatkan surplus kas jangka pendek.

(3) Karakteristik investasi jangka pendek adalah :

a. dapat segera dicairkan, diperjualbelikan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

c. beresiko rendah.

(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) antara
lain:
a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12

(duabelas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara
otomatis;

b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan

c. pembelian Sertilikat Bank Indonesia.

Pasal 52

(1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1), merupakan pendapatan (PPK-BLUD).

(21 Pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran sesuai RBA-(PPK-BLUD).
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Bagian Ketiga

Investasi Jangka Panj ang

Pasal 53

(1) (PPK-BLUD) tidak dapat melakukan investasi jangka panjang,
kecuali atas persetujuan Bupati.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain :

a. penyertaan modal;

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

(3) Da1am hal (PPK-BLUD) mendirikan/membeli badan usaha
yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut
ada pada Pemerintah Daerah.

BAB xI
KERJA SAMA

Pasal 54

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, (PPK-
BLUD) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

{21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi,
ekonomis, kesepakatan bersama, itikat baik, persamaan
kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum, dan
saling menguntungkan.

Pasal 55

(1) Keda sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat {1}, antara lain:
a. kerja sarna operasi;
b. ke4'asama pelayanan;
c. sewa menyewa; dan
d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi (PPK-

BLUD).

{21 Kedasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan perikatan antara (PPK-BLUD) dengan
pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses
operasional secara bersama yang saling menguntungkan
sesuai kesepakatan para pihak.

(3) Keq'asama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, merupakan perikatan antara (PPK-BLUD) dengan
pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses
pelayanan sesuai dengan hak dan kewqjiban para pihak.

(4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaanf
pemakaian barang (PPK-BLUD) kepada pihak lain atau
sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau
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tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus
maupun berkala.

(5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi (PPK-BLUD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan
kerja sarna dengan pihak lain yang menghasilkan
pendapatan bagi (PPK-BLUD) dengan tidak mengurangi
kualitas pelayanan umum yang menjadi kewqjiban (PPK-BLUD).

Pasal 56

(1) Hasil kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
merupakan pendapatan (PPK-BLUD).

(21 Pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran
sesuai dengan RBA-(PPK-BLUD).

Pasal 57

Dalam rangka persiapan rancangan kedasama (PPK-BLUD) dapat
meminta pendapat dan saran pada Instansi yang membidangi
ke{asama.

BAE} XII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 58

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada (PPK-BLUD)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagt
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan/atau jasa pada (PPK-BLUD)
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai
praktek bisnis yang sehat.

{21

(1)

(21

Pasal 59

{PPK-BLUD} dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang
berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)

apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber
dari:
a. Jasa layanan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Hasil kerja sarna dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan (PPK-BLUD) yang sah.

Pasal 59

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin (PPK-
BLUD).
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(2'l Ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan
Pemimpin (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud ayat (1),
harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa
yarrg lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan
barang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan
(PPK-BLUD).

Pasal 60

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk Pejabat pengadaan, panitia pengadaan atau
unit pengadaan yang dibentuk oleh pemimpin (PPK-BLUD)
yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan
pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan (PPK-BLUD).

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan,
substansi peked aan / kegiatan yang bersangkutan, dan
bidang lain yang diperlukan.

{41 Penunjukkan peLaksana pengadaan barang dilakukan dengan
prinsip -prinsip :

a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada
aspek integritas moral kecakapan pengetahuan
mengenai proses dan prosedur pengadaan
barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai
sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tuJuan
pengadaan barang dan atau jasa ;

b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait
dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik
langsung maupun tidak langsung; dan

c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh
informasi dari sumber yang berkompeten dapat
dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk
mendapatkan keyakinan yang memadai dalam
melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain

BAB XIII

PENGEI,OLAAN BARANG

Pasal 61

(1) Barang inventaris milik (PPK-BLUD) dapat dialihkan
kepada pihak tain dan/atau dihapuskan berdasarkan
pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar,
dan/atau dihibahkan.

(21 Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau
dljual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai aset tetap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari
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pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pendapatan {PPK-BLUD}.

(41 Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan
keuangan (PPK-BLUD).

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

(6)

Pasal 62

(PPK-BLUD) tidak boleh mengalihkan dan /atau menghapus
aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang benvenang.
Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
aset berwqjud yang mempunyai masa manfaat lebih dari L2
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan (PPK-
BLUD) atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset
tetap sebagaimana. dimaksud pada ayat {1),
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan dan/atau penghapus€u1 aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pendapatan (PPK-BLUD) dan
diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan
(PPK-BLUD).

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait
langsung dengan tuga.s dan fungsi (PPK-BLUD) harus
mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

(1) Tanah dan bangunan (PPK-BLUD) disertifikasi atas narna
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.

{21 Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PPK-(PPK-BLUD),
dapat dialih gunakan oleh Pemimpin (PPK-BLUD) dengan
persetujuan Bupati.

BAB XIV
TARIF PEI,AYANAN

Pasal 64
(1) (PPK-BLUD) dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barangfiasa layanan yang diberikan.

(21 Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan
per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk
imbal hasil ( return ) yang wajar dari investasi dana, dan
bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya
per unit layanan.
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{4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.

(5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diusulkan
oleh pemimpin (PPK-BLUD) dan disampaikan kepada Bupati
lewat Sekretaris Daerah.

(6) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 65

(1) Pembinaan teknis (PPK-BLUD) dilaksanakan oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.

(2) Pembinaan keuangan (PPK-BLUD) dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

(1) Dalam rangka pengawasan operasional (PPK-BLUD) dilakukan
melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan
unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin
(PPK-BLUD) dan atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan Pengawas keuangan ( BPK ) dan atau
Kantor Akuntan Publik.

BAB XVI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 67

(1) Evaluasi dan penilaian kineda (PPK-BLUD) dilakukan setiap
tahun oleh Bupati dan/atau dewan penga\Mas terhadap aspek
keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat
(U, bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil
pengelolaan (PPK-BLUD) sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra Bisnis dan RBA (PPK-BLUD).
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Pasal 68

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur
berdasarkan tingkat kemampuan (PPK-BLUD) dalam :

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas) ;

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan , penerimaan dari jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran( cost recovery).

Pasal 69

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif
pelanggan, proses internal pelayanan, pembel,ajarEul, dan
pertumbuhan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-I,AIN

Pasal 70

(1) Untuk menciptakan pengendalian internal (PPK-BLUD) yang
memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap.

(2) Fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. pencatatan;
b. pelaksanaan; dan
c. penyimpanan.

Pasal 71

(1) Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada PPKD,
diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan RBA (PPK-BLUD) kecuali
atas permintaan Bupati disetorkan sebaglan atau seluruhnya
ke kas daeralr.

(2) Surplus yang disetorkan atas permintaan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dengan
mempertimbangkan, antara lain :

a. tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan (PPK-BLUD); dan
b. adanya kebutuhan yang mendesak atau tidak bisa

ditunda pada pemerintah daerah.

(3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan
untuk tahun anggaran berikutnya.

(4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dapat diqiukan
usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya
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BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

PasaJT2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanseal 30 Juni 2015 M n- /* Mld"

ftnuenrr ACEH urARAf

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3O Juni 2O 15 M

13 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH /
f,.r<aeueereN ACEH urAR{

Q_

MtNq
ISA ANSHARI

BERITA KAEIUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR
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